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Abstract 

This research aims to analyze the influence of humble leadership and 

The provision of internet facilities in senior high schools (SMA) is a 

central issue in efforts to equalize access to education in Indonesia, 

especially in disadvantaged, frontier, and outermost (3T) regions. This 

study aims to analyze the relationship between the availability of 

internet facilities and the school participation rate (APS) in SMA by 

comparing 10 3T provinces and 10 non-3T provinces. A quantitative 

method was employed using secondary data from BPS and 

Kemendikbudristek in 2024, with statistical analysis conducted using 

Stata software. The results show that although the average APS in 3T 

regions is slightly lower than in non-3T regions, the difference is not 

statistically significant. However, access to computers and the internet 

in SMA in 3T regions is significantly higher. Correlation in 3T regions 

shows a strong positive relationship between internet access and APS, 

while in non-3T regions the correlation is weak. Regression analysis 

indicates that the impact of digital technology facilities on APS is more 

significant in 3T regions, while other factors are more dominant in non-

3T regions. These findings highlight the importance of equitable digital 

infrastructure to support educational participation in 3T areas and serve 

as a basis for more inclusive and data-driven educational policy 

formulation. 

Keywords: internet facilities; school participation rate; senior high 

school; 3T regions; educational equity 

 

Abstrak 

Penyediaan fasilitas internet di sekolah menengah atas (SMA) menjadi 

isu sentral dalam upaya pemerataan akses pendidikan di Indonesia, 

terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis hubungan antara ketersediaan fasilitas 

internet dan angka partisipasi sekolah (APS) di SMA, dengan 

membandingkan 10 provinsi 3T dan 10 provinsi non-3T. Metode 

kuantitatif digunakan dengan analisis data sekunder dari BPS dan 

Kemendikbudristek tahun 2024, serta pengujian statistik menggunakan 

perangkat lunak Stata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun 

rata-rata APS di wilayah 3T sedikit lebih rendah daripada non-3T, 

perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Namun, akses terhadap 

komputer dan internet di SMA wilayah 3T justru lebih tinggi dan 

perbedaannya signifikan. Korelasi di wilayah 3T memperlihatkan 

hubungan positif yang kuat antara akses internet dan APS, sedangkan di 
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non-3T korelasi tersebut lemah. Analisis regresi menunjukkan bahwa 

pengaruh fasilitas teknologi digital terhadap APS lebih signifikan di 

wilayah 3T, sementara di non-3T faktor lain lebih dominan. Temuan ini 

menegaskan pentingnya pemerataan infrastruktur digital untuk 

mendukung partisipasi pendidikan di daerah 3T dan sebagai dasar 

perumusan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis data. 

Kata kunci: fasilitas internet; angka partisipasi sekolah; SMA; wilayah 

3T; pemerataan pendidikan 

 

 

1. Pendahuluan 
Di era digital saat ini, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi 

komponen fundamental dalam sistem pendidikan modern. Keberadaan internet di lingkungan sekolah, 

khususnya di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), bukan sekadar pelengkap sarana belajar, tetapi 

telah menjadi infrastruktur esensial yang menentukan kualitas dan inklusivitas pembelajaran. Internet 

memungkinkan siswa mengakses sumber belajar yang lebih luas dan variatif, berpartisipasi dalam 

pembelajaran daring, serta mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti literasi digital, berpikir 

kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah berbasis teknologi (UNESCO, 2022). Di tengah transformasi 

pendidikan global yang semakin terarah pada pembelajaran berbasis teknologi, ketersediaan fasilitas 

internet bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Warschauer and Matuchniak (2010) menekankan 

bahwa literasi digital yang diperoleh melalui internet memainkan peran penting dalam pembentukan 

kompetensi akademik dan sosial siswa di masa depan. 

Pemanfaatan jaringan internet di institusi pendidikan telah terbukti memperkaya proses 

pengajaran dengan memberikan akses ke sumber pengetahuan yang melampaui batas-batas geografis 

dan sosial. Itu sangat penting di Indonesia yang memiliki luas wilayah dan beragam latar belakang sosial-

ekonomi. Di satu sisi, digitalisasi di sekolah menciptakan peluang baru untuk meningkatkan mutu 

pendidikan serta memperluas akses bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Namun, 

di sisi lain, perbedaan dalam infrastruktur digital antar wilayah dapat memperpanjang, bahkan 

memperburuk kesenjangan dalam pendidikan. Sebuah ironi muncul ketika internet yang seharusnya 

berfungsi sebagai alat pemerataan, malah menjadi elemen pemisah yang menghasilkan eksklusi digital 

yang baru. Robinson et al. (2015) memperingatkan bahwa ketimpangan digital bisa memperluas 

marginalisasi sosial dan ekonomi, terutama dalam konteks pendidikan. 

Kondisi ini sangat penting dalam konteks daerah-daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar 

(3T) di Indonesia. Walaupun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program, seperti layanan 

internet untuk daerah 3T melalui BAKTI Kominfo dan digitalisasi sekolah lewat Kemendikbudristek, 

perbedaan dalam akses terhadap fasilitas internet masih terlihat sangat jelas. Data terbaru 

menunjukkan bahwa pada tahun 2023, hanya sekitar 61% SMA di daerah 3T yang memiliki akses internet, 

jauh tertinggal dibandingkan rata-rata nasional sebesar 85% (Kemendikbudristek, 2023). 

Ketidakseimbangan ini menimbulkan perhatian yang mendalam karena berhubungan langsung dengan 

hak fundamental untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua warga. 

Kesenjangan dalam akses ini tidak hanya merupakan masalah teknis, tetapi juga mencerminkan 

isu-isu struktural yang lebih mendalam dalam pengembangan sektor pendidikan. Di sejumlah provinsi 

3T, infrastruktur dasar seperti listrik dan jaringan telekomunikasi masih belum memadai, sehingga 

banyak sekolah kesulitan mendapatkan akses internet secara rutin. Selain itu, terbatasnya dana, 

kurangnya pelatihan guru mengenai literasi digital, serta dukungan komunitas yang minim terhadap 

teknologi semakin memperburuk keadaan. Akibatnya, para siswa di wilayah ini kehilangan kesempatan 

untuk belajar dengan maksimal dan ikut serta dalam berbagai program pendidikan berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi yang telah diterapkan secara luas di daerah lain. 

kurangnya fasilitas internet di sekolah diduga sebagai salah satu penyebab rendahnya 

keterlibatan dalam pendidikan, khususnya di wilayah dengan akses yang terbatas. Sementara itu, 

pendidikan menengah atas memiliki peran penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk 



 

 

 

Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi 
Vol 19 No 6 Tahun 2025 

Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359   
 

 
 

MUSYTARI
 

ISSN : 3025-9495 

 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau memasuki pasar kerja. Ketika akses ke pendidikan menengah 

terhalang oleh kurangnya infrastruktur digital, maka pencapaian misi pembangunan sumber daya 

manusia yang inklusif di tingkat nasional menjadi semakin sulit dilakukan. 

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa sarana pendidikan, termasuk ketersediaan 

teknologi informasi dan komunikasi, memiliki hubungan positif dengan keterlibatan dan hasil 

pembelajaran siswa. Hal ini diperkuat oleh penelitian Becker and Park (2011) yang menunjukkan bahwa 

akses terhadap TIK berkorelasi positif dengan keterlibatan dan prestasi belajar siswa, terutama dalam 

pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang inovatif. Sekolah yang memiliki akses internet yang baik 

lebih cenderung untuk menerapkan pembelajaran yang inovatif, lebih responsif terhadap perubahan 

kurikulum, dan mampu menggunakan berbagai platform pembelajaran online yang memperkaya 

pengalaman belajar siswa. Di samping itu, internet memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

berpartisipasi dalam kelas daring, mengakses pustaka digital, mengikuti lomba akademik secara online, 

serta berkomunikasi dengan sekolah-sekolah lain bahkan di negara yang berbeda. Semua aktivitas ini 

berperan dalam meningkatkan motivasi belajar, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi siswa di 

sekolah. 

Namun, penelitian-penelitian yang secara khusus mengaitkan ketersediaan sarana internet di 

tingkat SMA dengan angka partisipasi sekolah (APS), terutama dalam konteks geografis Indonesia yang 

rumit, masih sangat sedikit. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada pengaruh 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terhadap hasil belajar atau keterampilan digital siswa, tanpa 

mengeksplorasi bagaimana infrastruktur digital memengaruhi pilihan untuk tetap bersekolah, khususnya 

di daerah dengan tantangan geografis dan ekonomi yang besar. Selain itu, studi yang membandingkan 

pengaruh fasilitas internet antara provinsi 3T dan non-3T juga masih jarang ditemukan, sehingga 

kebutuhan untuk mengisi kekurangan dalam literatur ini menjadi sangat penting. penelitian ini 

bertujuan untuk memberikan kontribusi empiris dalam memperdalam pemahaman mengenai hubungan 

antara keberadaan fasilitas internet di SMA dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Indonesia. Dengan 

menggunakan pendekatan perbandingan antara provinsi 3T dan non-3T, penelitian ini tidak hanya akan 

menjelaskan kondisi yang ada tetapi juga akan mengungkap kemungkinan perbedaan struktural yang 

perlu diperhatikan dalam pembuatan kebijakan pendidikan nasional. Studi ini juga berusaha untuk 

menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur digital sebagai bagian penting dari upaya memperluas 

akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan antar daerah. 

Secara teori, studi ini berlandaskan pada pandangan keadilan pendidikan dan pengembangan 

manusia, yang menekankan pentingnya menyediakan fasilitas belajar yang setara bagi semua pelajar 

tanpa memandang asal geografis atau status sosial ekonomi. Keadilan dalam pendidikan tidak hanya 

terbatas pada jumlah sekolah yang ada, tetapi juga melibatkan akses ke sumber daya pembelajaran 

yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Di tengah perkembangan digital yang cepat secara global, akses 

internet telah menjadi syarat dasar bagi partisipasi siswa dalam pembelajaran yang berkualitas dan 

bersaing. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur digital yang merata merupakan bagian dari tanggung 

jawab negara untuk memastikan hak pendidikan yang adil bagi semua. 

Dalam ranah kebijakan, studi ini diharapkan dapat memberi sumbangsih berarti bagi para 

pembuat keputusan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam menyusun langkah-langkah yang lebih 

tepat sasaran. Inisiatif seperti penerapan teknologi digital di sekolah, pemberian akses internet cuma-

cuma bagi sekolah-sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta peningkatan 

kemampuan guru di bidang teknologi informasi dan komunikasi perlu disesuaikan dengan keadaan daerah 

masing-masing dan dilengkapi dengan rencana pengawasan yang matang. Jika tidak ada pendekatan 

yang didasarkan pada data dan gambaran kebutuhan serta kondisi yang tepat di setiap wilayah, 

kebijakan untuk mewujudkan pemerataan digital hanyalah menjadi jargon tanpa makna dan tidak 

membawa hasil yang signifikan. 

hasil riset ini diharapkan mampu memperkaya wawasan keilmuan tentang bagaimana teknologi 

berperan dalam memajukan pendidikan di negara berkembang. Khususnya di Indonesia, yang seringkali 

menghadapi kendala geografis dan ketimpangan ekonomi dalam meningkatkan mutu pendidikan, 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menawarkan peluang emas untuk menjembatani 

kesenjangan ini. Akan tetapi, potensi ini hanya akan terealisasi apabila seluruh komponen sistem 
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pendidikan, yaitu pemerintah, sekolah, guru, wali murid, dan masyarakat, bersinergi untuk 

meningkatkan akses dan kualitas pendidikan berbasis digital. 

Dengan begitu sangat penting untuk memandang internet bukan hanya sebagai perangkat teknis, 

tetapi juga sebagai elemen dari ekosistem pendidikan yang lebih luas dan rumit. Ketersediaan internet 

di sekolah menengah atas harus dilihat sebagai tanda kemajuan pendidikan serta sebagai ukuran 

komitmen negara terhadap pembangunan yang merata. Mempersempit kesenjangan akses internet antar 

wilayah tidak sekadar terkait pemerataan teknologi, tetapi juga berhubungan dengan keadilan sosial 

dan masa depan generasi muda di Indonesia. 

 

2. Tinjauan Pustaka  

Infrastruktur Digital dan Pemerataan Pendidikan 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah merevolusi sistem pendidikan 

global, termasuk di Indonesia. Keberadaan internet di satuan pendidikan, terutama pada 

jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), kini tak lagi sekadar pendukung proses belajar-

mengajar, melainkan telah menjadi prasyarat mendasar untuk menjamin kualitas dan 

kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan. Warschauer dan Matuchniak (2010) 

menekankan pentingnya literasi digital sebagai fondasi dalam membangun kompetensi 

akademik siswa. Dalam konteks Indonesia, di mana disparitas geografis dan sosial ekonomi 
sangat mencolok, infrastruktur digital menjadi sarana vital dalam mengurangi kesenjangan 

akses pendidikan. 

Akses Teknologi dan Partisipasi Sekolah 

Ketersediaan komputer dan konektivitas internet telah terbukti berkorelasi positif dengan 

peningkatan partisipasi dan hasil belajar siswa. Studi meta-analitik oleh Becker dan Park (2011) 

menunjukkan bahwa integrasi TIK dalam proses belajar, khususnya dalam pendekatan berbasis 

proyek dan STEM, dapat meningkatkan keterlibatan dan capaian akademik siswa. Dalam konteks 
Indonesia, akses terhadap fasilitas TIK di sekolah sering kali menjadi indikator langsung dari 

kualitas layanan pendidikan yang tersedia, termasuk kemungkinan siswa untuk mengikuti 

asesmen nasional secara digital, mengakses sumber belajar daring, dan berinteraksi dalam 

jejaring akademik. 

Kesenjangan Struktural antara Wilayah 3T dan Non-3T 

Penelitian yang membandingkan antara wilayah 3T dan non-3T menunjukkan adanya perbedaan 

dalam dampak infrastruktur digital terhadap angka partisipasi sekolah. Di wilayah 3T, akses 
terhadap komputer dan internet ternyata memberikan pengaruh signifikan terhadap 

keterlibatan siswa dalam pendidikan menengah, sedangkan di wilayah non-3T, pengaruh 

tersebut cenderung lemah. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan teknologi digital 

menjadi salah satu kunci strategis untuk mendorong keterlibatan pendidikan di wilayah 

marjinal, namun bukan penentu utama di wilayah yang telah relatif maju (Owen et al., 2020). 

 

3. Metodologi Penelitian 
Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang berfokus pada pengumpulan dan 

analisis data berbentuk angka. Pendekatan ini dianggap mampu memberikan gambaran objektif 

karena didasarkan pada perhitungan statistik (Muhammad Darwin, Sylvia, dan Gebang, 2001). 

Fokus utama dalam pendekatan ini adalah pada variabel-variabel yang dapat diukur secara 

jelas. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana ketersediaan alat 

internet dan komputer di SMA (X1) serta proporsi SMA yang memiliki akses internet (X2 
berpengaruh terhadap tingkat penggunaan asesmen pada satuan pendidikan SMA (Y). Penelitian 

ini dilakukan dengan membandingkan 20 provinsi di Indonesia, yang terdiri atas 10 provinsi di 
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wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan 10 provinsi non-3T.  

Lokasi Penelitian 

Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder, yaitu publikasi resmi dari Badan Pusat 
Statistik (BPS) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud 

Ristek) untuk tahun 2024.  

Populasi dan Sampel 

Populasi 

 Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan 20 provinsi di Indonesia, yang terdiri 

atas 10 provinsi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan 10 provinsi non-3T.  

 
 

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil analisis dari 20 provinsi yang dibagi dalam dua kelompok—10 provinsi 3T (DKI Jakarta 

sampai Kalimantan Selatan) dan 10 provinsi Non-3T (Aceh sampai Papua)—menunjukkan pola 

yang menarik terkait angka partisipasi sekolah (APS) dan akses teknologi digital. Secara rata-

rata, APS di kelompok Non-3T lebih tinggi, yaitu sekitar 75,95, dibandingkan dengan kelompok 
3T yang sebesar 73,7. Namun, perbedaan ini tidak signifikan secara statistik (p=0,475), yang 

berarti tingkat partisipasi sekolah di kedua wilayah cenderung seimbang. Di sisi lain, akses 

terhadap sarana digital seperti kepemilikan komputer dan akses internet menunjukkan 

perbedaan signifikan. Provinsi 3T memiliki rata-rata kepemilikan komputer sebesar 38,53, jauh 

lebih tinggi dibanding Non-3T yang hanya 23,36 (p=0,006). Akses internet di SMA juga lebih baik 

di 3T dengan rata-rata 91,9%, sedangkan Non-3T hanya 78,06% (p=0,002). Ini membuktikan 

bahwa ketersediaan teknologi di daerah 3T lebih baik meskipun partisipasi sekolahnya tidak 
jauh berbeda. 

 

Gambar 1. Statistik Deskriptif (per Kelompok) 
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Gambar 2. Sebaran Variabel per Kelompok 

Uji beda rata-rata lebih lanjut menguatkan bahwa komputer dan internet secara nyata berbeda 

antar kelompok (p=0,002 untuk komputer, p=0,007 untuk internet), tetapi APS tetap tidak 
berbeda signifikan. Korelasi di kelompok 3T menunjukkan hubungan positif yang cukup kuat 

antara akses internet (r positif kuat) dan APS, sementara di Non-3T korelasi tersebut lemah 

bahkan tidak signifikan. Artinya, di wilayah 3T, akses teknologi berpotensi mendukung 

peningkatan partisipasi sekolah, sedangkan di Non-3T faktor lain seperti budaya, ekonomi, atau 

kebijakan lokal lebih dominan. 

 

 

Gambar 3. Uji Perbedaan Rata-rata Komputer antar Kelompok 
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Gambar 4. Uji Perbedaan Rata-rata Internet antar Kelompok 

 

 

Gambar 5. Uji Perbedaan Rata-rata APS antar Kelompok 
 

 

Gambar 6. Uji Korelasi antar Variabel 3T 

 

 

Gambar 7. Uji Korelasi antar Variabel Non-3T 

Regresi linear per kelompok memperlihatkan tren serupa. Di 3T, koefisien variabel komputer 

dan internet terhadap APS bernilai positif, beberapa signifikan, menandakan teknologi memang 

berdampak pada partisipasi sekolah. Sementara itu, di Non-3T, pengaruh kedua variabel ini 
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cenderung lebih kecil dan tidak signifikan, memperlihatkan bahwa teknologi bukan faktor 

utama dalam mendorong APS di wilayah tersebut. Model regresi gabungan dengan variabel 

interaksi semakin memperjelas perbedaan ini, dengan koefisien interaksi signifikan pada level 
5%, menunjukkan bahwa pengaruh teknologi digital terhadap APS sangat bergantung pada 

konteks wilayah. 

 

Gambar 8. Regresi Linear 3T 

 

Gambar 9. Regresi Linear Non-3T 

 

 

Gambar 10. Regresi Interaksi 

Pengujian asumsi klasik memberikan hasil bahwa tidak ditemukan multikolinearitas serius (VIF 
< 10), tetapi terdapat pelanggaran homoskedastisitas (p=0,0135), sehingga digunakan regresi 

robust untuk mendapatkan estimasi yang lebih valid. Dengan model robust, hasil tetap 

konsisten bahwa variabel teknologi berpengaruh lebih signifikan di wilayah 3T. Namun, 

kepemilikan komputer memiliki pengaruh lebih jelas dibanding akses internet, yang bisa jadi 

karena pemanfaatan internet belum maksimal, atau digunakan untuk aktivitas non-akademik. 
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Gambar 11. Uji Asumsi Regresi Multikolinearitas 

 

Gambar 12. Uji Asumsi Regresi Normalitas Residu 

 

 

Gambar 13. Uji Asumsi Regresi Heteroskedastisitas 

 

 

Gambar 14. Uji Robust 

 

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa meski ketersediaan teknologi digital cukup 

baik di provinsi 3T, peningkatan partisipasi sekolah tidak otomatis terjadi tanpa pendampingan 

kebijakan yang tepat dan peningkatan kualitas penggunaan teknologi. Sedangkan di Non-3T, 
faktor non-teknologi seperti budaya pendidikan, kualitas sekolah, dan kondisi sosial ekonomi 

lebih menentukan partisipasi siswa. Oleh karena itu, strategi peningkatan pendidikan harus 

disesuaikan dengan karakteristik wilayah, dengan fokus penguatan sarana dan literasi digital di 

3T serta intervensi sosial budaya di Non-3T. 

 

4.2 Pembahasan  

Sebagai pembanding kontekstual, studi oleh Owen (2020)  mengungkap tantangan signifikan 
dalam penerapan pembelajaran daring di Papua, meskipun ada dukungan dana dari luar negeri. 

Meskipun guru dan kepala sekolah menunjukkan sikap yang positif terhadap TIK, implementasi 

teknologi di lapangan masih lebih dominan digunakan untuk keperluan administratif daripada 

proses pembelajaran itu sendiri. Hambatan utama yang dihadapi adalah terbatasnya pelatihan 

pedagogis yang sistematis serta rendahnya literasi digital para pendidik, khususnya di sekolah 

dasar di daerah terpencil. Kondisi ini diperburuk dengan keterbatasan infrastruktur, di mana 

sekitar 25% sekolah tidak memiliki komputer, dan lebih dari 75% guru belum mampu 
mengoperasikan komputer secara optimal. Meski demikian, ada upaya perbaikan melalui 

pembangunan pusat pelatihan TIK di sejumlah distrik, walaupun pelaksanaannya belum merata. 

Temuan ini menegaskan perlunya pelatihan berkelanjutan dan kebijakan yang responsif 
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terhadap kebutuhan lokal agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung 

peningkatan mutu pendidikan di wilayah tertinggal. 

Sebagai penerapan konkret dari permasalahan tersebut, Meriyanti and Jasmina (2022) 
menunjukkan bahwa ketimpangan akses TIK di tingkat kabupaten/kota berkaitan erat dengan 

pencapaian hasil UNBK siswa SMP. Wilayah yang memiliki rasio sekolah dengan fasilitas 

komputer tinggi, seperti Yogyakarta dan Jakarta Barat, cenderung mencatat skor UNBK di atas 

rata-rata nasional. Sebaliknya, daerah seperti Pegunungan Bintang dan Tambrauw yang minim 

fasilitas TIK, menunjukkan hasil akademik yang tertinggal. Hal ini memperkuat bukti bahwa 

ketersediaan dan akses teknologi baik di sekolah maupun rumah dapat memperkecil 

kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah. Maka dari itu, upaya pemerataan teknologi 
digital harus mencakup bukan hanya distribusi perangkat, tetapi juga pendampingan yang 

berkelanjutan dan tepat sasaran untuk mendukung pencapaian akademik, khususnya di daerah 

3T.  

Penelitian oleh Gai Mali (2023) turut menyoroti bahwa kendala terbesar dalam pemanfaatan 

teknologi pendidikan di Indonesia adalah ketimpangan distribusi fasilitas serta minimnya 

pelatihan guru, terutama di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar. Studi mereka yang 

dilakukan di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara mengungkap bahwa meskipun terdapat 
dukungan dari pemerintah dan sektor swasta, akses listrik dan internet masih menjadi 

hambatan utama. Dalam kondisi seperti ini, beberapa guru bahkan menggunakan media 

alternatif seperti siaran radio atau melakukan kunjungan langsung ke rumah siswa untuk 

menyampaikan materi. Situasi ini menunjukkan bahwa ketersediaan alat semata tidak cukup, 

melainkan harus disertai dengan peningkatan kapasitas pedagogis guru dan dukungan teknis 

yang berkelanjutan agar proses pembelajaran tetap dapat berlangsung secara efektif. 

Lebih jauh, temuan Alif Hidayah N.R, Josephin Pirdinansius H, Nurihisha Nadya P.P (2024) 
menekankan pentingnya kebijakan berbasis data dalam pengembangan pendidikan digital. Hasil 

studi mereka menunjukkan bahwa penggunaan komputer dan ponsel memiliki hubungan positif 

dan signifikan dengan peningkatan rata-rata lama sekolah di Indonesia. Namun, menariknya, 

akses terhadap internet justru menunjukkan dampak negatif terhadap hasil pendidikan, yang 

diasosiasikan dengan dominasi penggunaan internet untuk keperluan non-akademik seperti 

hiburan dan media sosial. Temuan ini memperjelas pentingnya literasi digital yang tidak hanya 

fokus pada akses, tetapi juga pada manajemen penggunaan teknologi secara produktif. Oleh 
karena itu, strategi penguatan pendidikan digital di daerah 3T tidak cukup berhenti pada aspek 

infrastruktur, melainkan juga harus menyasar pembentukan budaya belajar dan pengawasan 

pemanfaatan teknologi secara bijak. 

 

5.Kesimpulan 

Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun rata-rata APS di provinsi non-3T sedikit lebih tinggi 

dibandingkan provinsi 3T, perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini 
mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi sekolah di kedua kelompok wilayah cenderung 

seimbang, sehingga kesenjangan APS bukanlah isu utama yang membedakan wilayah 3T dan 

non-3T dalam konteks pendidikan menengah atas. Temuan dari penelitian juga memperlihatkan 

bahwa SMA di wilayah 3T justru memiliki akses komputer dan internet yang lebih tinggi secara 

signifikan dibandingkan non-3T. Rata-rata kepemilikan komputer dan akses internet di SMA 

wilayah 3T lebih baik, yang menunjukkan keberhasilan sebagian program pemerataan 

infrastruktur digital di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Namun, capaian ini juga perlu 
diiringi dengan upaya peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi tersebut dalam 

pembelajaran. Berdasarkan hasil korelasi dan regresi, penelitian ini menemukan bahwa di 

wilayah 3T, akses komputer dan internet memiliki hubungan positif yang kuat dan signifikan 
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terhadap APS, sedangkan di non-3T pengaruhnya lemah dan tidak signifikan. Artinya, di wilayah 

3T, peningkatan akses teknologi digital dapat menjadi strategi efektif untuk mendorong 

partisipasi sekolah, sedangkan di non-3T, faktor lain seperti sosial, ekonomi, dan kebijakan 
lokal lebih berperan. Dengan demikian, strategi pemerataan pendidikan harus disesuaikan 

dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah agar lebih efektif dalam 

meningkatkan partisipasi pendidikan. 
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